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PENDAH ULUAN 

Pada hakckatnya sctiap wajih pajak orang pribadi yang melakul.an kegiaran 

usaha atau pekcrjaan bcba~ dan wajib pajak badan di lndon~sia. \\!\jib 

menyelenggrakan pembukuan yang akan dipcrgunakan sebagai dasar 

renghitungan paja~ t~rutang pada satu tahun p~jak. llal ini telah dia!Ur s.:cara 

tcgas dalam Pasal 28 aym 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana 

tclah r.liubah tcrakhir r.lcogan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tcntang 

Ketentuan Umum clan Tata Cara Perpajakan (sclanjutnya discbut UU KlJP). 

lnfom1asi yang bcnar dan lt:ngkap tcntang penghasilan wajib pajak sangat pcnting 

unlltk dapal mengenakan pajak yang ad il dan wajar scniloi dcngan kemarnpuan 

el.onomis w(\jib pajak. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud. wajib 

pajak harus menyelenggarakan pcmbukuan. 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara tcratur 

untuk mcngumpulkan data dan infonnasi keuangan yang meliputi harta, 

kcwajiban. modal, pcnghasilan dan biaya, sertn jumlah harga perolehan dan 

pcnycrahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

berupa neraca dan lapomn laba mgi pada setiap tahun pajak berakhir. 

Undang-Undang Perpajakan bcrmaksud mcndorong scmua wajib paja~ 

untuk mcnyclcnggarakan pcmbukuan. karcoa dcngan pembukuan tcr,ebut System 

Self 1\Ssesment yang dianut pcrundang-unr.Jangan pefJYdjakan nasional dapat 

tcrlaksana Jcngan lebil1 mumi. 
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Nanmn disadari bahw:t tidal.. semua wajib pajak mampu menyclcnggral..an 

p.:mbukt1an. rncngingat bahwa sebagian bcsar usahawan di Indonesia terdiri dari 

pcngusaha kccil dan mcm:ngah. Scluin itu terdapat scbagian wajib pajak yang 

tidak mcngadakan pcmbu~uan karena mcnganggap biaya unruk mengadakan 

pcmbukuan itu terlampau besar. 

l)alam penjclasan pasal 14 Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 

scbagaimana telah diubnh terakhir dengan lJndang-Undang nomor 36 tahun 2008 

tcntang Pajak Penghasllan (sclanjutnya disebut UU PPh), uinyatakan bahwa 

semua wajib pajak badan dan Bentuk Usaha Tetap diwajibkan umuk 

men) denggarkan pembukuan. Scmcntara wajib pajak orang pribadi yang 

mcrtialankan usaha atau melakukan pckcljaan bebas dengan jumlah pcrcdaran 

tcrtcntu. tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. 

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya pcnghasilon 

neto bagi wajib pajak yang menjalankan usaho atau pckeljaan bebas dcngan 

percdnran bmto tertcntu, diaturlah suatu earn mau pedoman yang lebih scdcrhana 

yang discbut norma penghitungan. 

Nonna penghitungan adalah pcdoman unruk mcnenrukan besamya 

pengha.~ilan neto yang ditcrbitkan oleh Direktur Jendera l Pajak dan 

discmpurnakan tcnts-menerus. Wujud norma penghinmgan adalah suatu 

persentaJ;e tetap yang ditcrapkan pada percdaran bruto berdasarkan jenis usaha 

perusahaan atau jcnis pckeljnan hebas daJom satu tahun pajak. Jadi nom10 

penghirungan mcrupakan suatu earn untuk menghitung pcnghasilan kena pajal<. 

yang mcnyimpang dari ke;tdaan hiasanya, karcna tidak adanya dasar penghitungan 
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